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ABSTRAK 

  

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang 

mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan 

masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena 

itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi 

tentang hak penyandang disabilitas dalam kegitan kehidupannya dalam 

masyarakat. Istilah Penyandang Disabilitas, sebelumnya dikenal dengan istilah 

Penyandang Cacat. Namun perkembangan terakhir Komnas HAM dan 

Kementerian Sosial memandang bahwa istilah Penyandang Cacat dalam 

perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan 

tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan 

dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat 

manusai. Oleh karena itu disepakati bahwa istilah Penyandang cacat diganti 

dengan istilah Penyandang Disabilitas. Hal ini juga telah didukung dengan 

terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabiitas. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut:1. Bagaimana pelaksanaan dan 

pemenuhan hak disabilitas dari pihak bus transjakarta ? 2. Apa saja factor yang 

menghambat penyelenggaraan pelayanan public terkait aksesibilitas bagi 

penyandanng disabilitas pada moda transportasi bus transjakarta? Teori yang 

digunakan oleh penulis dalam penelitian  menggunakan teori equality before the 

law seperti yang dianut  oleh Pasal 27 ayat ( 1 ) Amandemen   Undang-Undang 

Dasar 1945 tersebut  menjadi  dasar  perlindungan  bagi warga Negara agar 

diperlakukan  sama dihadapan  hukum  dan  pemerintahan. Hal ini dimaksud, 

bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Equality  before the    

law dalam    arti sederhananya  bahwa  semua  orang  sama di depan hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




